BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat
terhadap pemerintah daerah sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan otonomi daerah
memberikan konsekuensi pemerintah daerah mampu menyelenggarakan
pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan
pemberlakuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan

kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Elim et al., 2014).

Otonomi daerah adalah memastikan daerah untuk membuat ketetapan daerah
yang lebih liberal dalam melaksanakan sumber daya yang dimilikinya dengan
kemampuan dan kapasitas daerah itu sendiri. Untuk melaksanakan otonomi daerah
secara optimal, diperlukan modal yang cukup. Dengan memberikan otonomi
terhadap daerah, daerah yang berkaitan dapat menguasai dan mengurus wilayahnya
sendiri guna mengembangkan efisiensi dan efektifitas pelaksana pemerintahan
dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat. Untuk dapat mencapai otonomi
daerah yang optimal, diperlukan modal yang cukup (Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014). Sebagian
dana tersebut dikelola sendiri oleh daerah, terutama dalam bentuk Pendapatan

Pokok Daerah yang harus menjalankan untuk kebutuhan wilayah. Suatu daerah



dengan pendapatan yang cukup di daerahnya akan dengan mudah mengurus urusan
dalam negerinya dan kesejahteraan bagi rakyatnya juga terbentuk. Dalam rangka
mewujudkan peningkatan pendapatan pokok daerah dalam rangka terwujudnya

otonomi daerah maka tingkat pidana daerah akan ditingkatkan (Elim et al., 2014).

Sumber Pendapatan Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang
bersumber dari daerah yang bersangkutan meliputi penerimaan pajak daerah,
produk kompensasi daerah, hasil pengelolaan kekayaan sektor tersendiri, dan
sumber pendapatan lain yang sah di daerah. Retribusi adalah penerimaan yang
dilakukan oleh pemerintah dan ditentang langsung oleh pemerintah. Retribusi
daerah adalah retribusi daerah untuk membayar jasa atau pemberian izin tertentu
yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan perorangan atau badan hukum (Rantetadung et al., 2019). Retribusi
merupakan sumber pendapatan umum bagi semua bentuk pemerintahan daerah.
Biaya perijinan juga dapat menjadi sumber pendapatan yang penting bagi badan-
badan pembangunan daerah. Penghargaan seringkali memiliki hubungan langsung
dengan kinerja, karena pembayaran hanya diindikasikan untuk kinerja pemerintah
(Rifai, Achmad, 2020). Sedangkan menurut pendapat para ahli
(Mardiasmo,2003:101) Retribusi adalah pungutan daerah yang berupa pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Nur Hidayat
& Reza Pahlevi, 2018). Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa retribusi daerah
adalah pungutan yang diterapkan oleh pemerintanh daerah karena telah

menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Sehingga



masyarakat yang telah membayar retribusi memerlukan adanya jasa timbal balik

langsung dari pemerintah.

Dalam PERMENDAGRI No. 21 tahun 2011 Pasal 1 No.50 Pendapatan
daerah adalah hak pemerintahan daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih. Siahaan (2009:48) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah
yang selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah harus terus
meningkat agar mampu menanggung sebagai beban biaya yang diperlukan untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun
meningkat untuk mempertanggungjawabkan kemandirian daerah otonom, yang
secra luas, realitas dan bertanggung jawab dapat dilakukan. Sumber-Sumber
Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang
Nomor 33 tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
yang (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan kekayaan yang
terpisahkan, (4) lain-Lain Pendapatan asli derah yang sah. Maksud dareah
pendapatan asli daerah sebagaimna disebutkan dalam Undang-Undang No. 33
tahun 2004 adalah hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan antara
lain: giro, pendapatan bunga, bunga kurs rupiah terhadap mata uang asing; dan,
komisi, potongan, ataupun lainnya dari penjualan dan/atau pembelian barang
dan/atau jasa oleh Daerah. Sedangkan pendanaan berasal dari: (1) Sisa lebih
perhitungan APBD, (2) Pinjaman yang diterima daerah (3) Dana cadangan daerah

dan (4) Hasil perolehan penjualan barang milik daerah tersendiri (Elim et al., 2014).



Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan retribusi daerah
didasarkan pada asas pemungutan dan pembayaran retribusi daerah sebagai berikut:
(1) Pembentukan, pengubahan, dan penghapusan retribusi daerah diatur dengan
peraturan daerah, (2) Pembayaran pemungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan
untuk menutupi kegiatan komersial perusahaan, (3) Tarif retribusi daerah tidak
boleh ditetapkan setinggi-tingginya, tetapi keuntungan yang diharapkan hanya
untuk mempertahankan sehingga dapat memberikan pelayanan langsung kepada
masyarakat, (4) Tarif retribusi daerah harus ditetapkan dalam peraturan daerah atau
setidak-tidaknya dapat dihitung sesuai dengan peraturan perundang-uandangan
yang berlaku, (5) Retribusi daerah tidak boleh menjadi hambatan bagi masuk,
keluar, angkutan barang keluar masuk daerah, (6) Pemungutan retribusi daerah
tidak dapat digadaikan kepada pihak ketiga, (7) Peraturan retribusi daerah tidak
membedakan atau memberikan keistimewaan untuk kepentimgan orang pribadi,

persaudaraan, kelompok atau agama.

Jenis- jenis retribusi daerah juga di ataur dalam Undang- Uadang No. 34
tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Retribusi jasa umum, vyaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari: (a) Retribusi Pelayanan
Kesehatan, (b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesehatan, (c) Retribusi

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil,



(d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, (e) Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, (f) Retribusi Pelayanan Pasar, (g)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, (h) Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran, (i) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa
usaha terdiri dari: (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, (b) Retribusi
Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, (c) Retribusi Tempat Pelelangan, (d)
Retribusi Terminal, (e) Retribusi Tempat Khusus Parkir, (f) Retribusi
Tempat Penginapan/Pesanggahan/Villa, (g) Retribusi Penyedotan Kakus,
(h) Retribusi Rumah Potong Hewan, (i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan
Kapal (j) Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga, (k) Retribusi
Penyebrangan di Atas Air, (I) Retribusi Pengolahan Limbah Cair, (m)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu
pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis

retribusi perizinan tertentu terdiri dari: (a) Retribusi Izin Mendirikan



Bangunan, (b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (c)

Retribusi Izin Gangguan, (d) Retribusi 1zin Trayek.

Dalam pengelolaan retribusi pasar merupakan suatu tugas pemerintah dalam
mengatur proses pemungutan dan mengelolah sumber pendapatan yang di peroleh
dari pedagang terhadap pembangunan dan fasilitas yang di gunakan. Kebijakan
retribusi pasar tersebut tidak dikeluarkan begitu saja karena retribusi ini diikat oleh
undang-undang dan peraturan daerah setempat. Pasar adalah suatu badan usaha
yang berperan strategis dalam jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang
membutuhkan suatu produk (Fatmawatisyam, 2018). Pelaksanaan retribusi di pasar
tradisional terdapat berbagai kendala yang harus di hadapi oleh petugas pasar
tradisiaonal, dalam hal ini berbagai kendala permasalahan penarikian retribusi
sebagai berikut: (a) Lambatnya proses pemungutan retribusi pasar karena masih
bersipat manual, (b) Kurang efisiennya waktu dan tenaga dan biaya (atk), (c)
Mekanisme pelaporan yang sangat rumit di mulai dari rekap absensi, rekap harian
melalui karcis, kemudian menjadi laporan harian, mingguan, bulanan., (d) Adanya
persepsi/salah paham pedagang terhadap pelaksanaan retribui pasar yang dipungut
(e) Risiko keuangan lebih besar (kehilangan, penyelewengan dsbnya) (Inspirasi,

2019).

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan kota mojokerto merupakan salah satu dinas yang memberikan (PAD).
Untuk kota Mojokerto melalui pelayanan pasar dan pertokoan. Pasar tradisional
merupakan tempat bertemunya penjual dengan pembeli yang ditandai dengan

adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Dalam pasar tradisional



terjadi yang namanya proses tawar- menawar, bangunan terdiri dari kios- kios, los
dan pelataran yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar (Dwika et al.,
2020). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, yang disebut Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh
pemerintah daerah dan juga merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang
akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan
pembangunan daerah. Retribusi Daerah adalah pajak daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau organisasi.

Secara teknis peretribusian dilaksakan oleh UPTD pasar Tanjung Kota
Mojokerto yang menjalankan retribusi setiap kios-kios fasilitas pemerintah yang
digunakan oleh masyarakat Kota Mojokerto. Menurut peraturan daerah Nomor 7
tahun 2020 kota mojokerto, retribusi pasar adalah salah satu retribusi jasa umum
yang ada di kota mojokerto. Adapun tarif yang diberlakukan untuk retribusi

pelayanan pasar sebagai berikut:



Tabel 1.1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

No. | Kelas Pasar Obyek Retribusi Satuan Tarif
Retribusi
(Rp)
1. | Pasar Kelas | a. Pelataran M?/ Hari 400
b. Kebersihan Pelataran Per bulan 6.000
c. Los M?/ Hari 450
d. Kebersihan Los Per bulan 8.000
e. Kios M?/ Hari 500
f. Kebersihan Kios Per bulan 12.000
g. Toko Lantai Bawah M?/ Hari 300
h. Toko Lantai Atas M?/ Hari 250
2. | Pasar Kelas Il a. Pelataran M?/ Hari 300
b. Kebersihan Pelataran Per bulan 6.000
c. Los M?/ Hari 350
d. Kebersihan Los Per bulan 6.000
e. Kios M?/ Hari 450
f. Kebersihan Kios Per bulan 10.000
3. | Pasar Kelas|Lahan tempat penjualan M?/ Hari 500
1l / Pasar | hewan
Hewan
4. | Semua Kelas | Parkir sepeda motor di Sepeda 2.000
Pasar pelataran/ tempat parkir yang | Motor/ sekali
disediakan oleh pasar parkir
5. | Semua Kelas | Parkir kendaraan pengangkut | Kendaraan/ 7.000
Pasar barang di dalam wilayah pasar | sekali parkir
6. | Semua Kelas | Kebersihan Toko Gudang Per bulan 15.000
Pasar

Sumber: Perda Kota Mojokerto nomor 7 tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas sudah ditetapkan untuk tarif pelaynan retribusi
pasar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) begitu penting karena merupakan sumber
pendapatan yang membantu mengembangkan keuangan daerah maka perlu terus
dikembangkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian biaya yang
dibutuhkan untuk penyelenggaran Pemerintah Daerah, Kota Mojokerto memiliki

enam (6) potensi pasar rakyat, yang merupakan asset pemerintah daerah yang



memiliki nilai strategis dan ekonomis yang tinggi. Berikut adalah pasar yang
menjadi potensi di kota Mojokerto antara lain: 1) Pasar Tanjung, 2) Pasar Kliwon,
3) Pasar Prajurit Kulon, 4) Pasar PDS dan Pasar loak Cakar Ayam, 5) Pasar Benteng
Pancasila, 6) Pasar Hewan Kota Mojokerto, potensi tersebut perlu di tingkatkan
(Peraturan Derah Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Keempat Atas Peraturan

Deerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, 2020).

Kebocoran penerimaan pendapatan retribusi pelayanan pasar yang
mencapai 1.9 miliar ini yang disebabkan oleh menunggaknya pemilik kios dalam
melakukan  kewajibanya untuk membayar retribusi. Menurut kepala
Diskouperindang Ruby Hartoyo bahwa kebocoran 1,9 milar tersebut besal dari
piutang lapak sekitar 400 juta dan tunggakan retribusi sekitar 1,5 miliar. Jumlah
tersebut berasal dari komulatif tunggakan pedagang yang tersebar di pasar Prajurit
Kulon, Pasar Tanjung Anyar, dan Pasar Empunala. Oleh karena itu pemerintah
daerah Kota Mojokerto telah melakukan inovasi dalam melaksanakan retribusi,
yang diatur dalam Perwali Mojokerto Nomor 28 Tahun 2020 sistem penerimaan
dan pembayaran non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah pemerintah Kota Mojokerto (Perwali Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Sistem
Penerimaan Dan Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Derah Pemerintah Kota Mojokerto, 2020). Untuk meningkatkan
pendapaatan daerah pemerintah daerah Kota Mojokerto mealakukan inovasi agar
menekan pecegahan korupsi dengan menberikan aplikasi E- Retribusi dengan nama

Rejo Angurimpi. Program ini telah di laksanakan oleh pemerintah Kota Mojokerto
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untuk melakukan penararikan retribusi, yang akan di jalankan di pasar-pasar yang

ada di Kota Mojokerto, salah satunya adalah pasar Tanjung.

Dalam peraturan walikota Mojokerto nomor 28 Tahun 2020 menjelaskan
bahwa setiap penerimaan dan pembayaran daerah dalam pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) wajib melalui sistem penerimaan non tunai.
Pada aturan tersebut dijelaskan jenis penerimaan dan pembayaran secara non tunai
dan pengecualian, dalam pasal 4 di sebutkan bahwa: 1) Setiap Penerimaan Daerah
dalam Pelaksanaan APBD wajib melalui sistem penerimaan non tunai, 2)
Penerimaan daerah sebagai berikiut: (1) Penerimaan pendapatan asli daerah, (2)
Penerimaan dana perimbangan, (3) Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang
sah, dan, (4) Penerimaan pembiayaan daerah. 3) Setiap pembayaran belanja daerah
dalam pelaksanaan APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai, 4)
Pembayaran sebagaimana yang di maksud dalam ayat (3): (1) Pembayaran belanja
belanja tidak langsung. (2) Pembayaran belanja langsung, (3) Pembayaran
pengeluaran pembiayaan. Pada perwali diatas juga di sebutkan penegcualian pada
penerapat retribusi nin tunai. Untuk pengecualian pada retriribusi daeerah non tunai
adalah dengan nominal sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam
hal ini masih dilakukan pembayaran tunai, namun jika di bawah nominal tersebut
di wajibkan melakukan pembayaran non tunai (Perwali Nomor 28 Tahun 2020
Tentang Sistem Penerimaan Dan Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Dan Derah Pemerintah Kota Mojokerto, 2020).

Mekanisme penerimaan dan retribusi secara non tunai juga diatur dalam

perwali nomor 28 tahun 2020 bab IV pasal 6 yang berbunyi sebagi berikut: a)
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tranfer langsung ke rekening penerimaan SKPD, b) menggunakan sistem perbankan
lainya, c) bendahara penerimaan SKPD membuka rekening penerimaan untuk
menampung semua pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai
kewenangan, d) setiap hari pada akhir jam kerja semua pendapatan yang diterima
pada rekening penerimaan SKPD harus dilimpahkan ke rekening kas daerah, e)
bendahara menerima SKPD membuat buku kas penerimaan dan melakukan

rekonsiliasi dengan ketemtuan yang berlaku.

Dengan adanya penertiban sistem retribusi non tunai dengan nama Rejo
Angurimpi merupakan trobasan terbaru dari pemerintah daerah kota Mojokerto,
inovasi ini bertujuan untuk mencegah kebocoran (korupsi) dana penerimaan daerah.
Sistem dari rejo angurimpi adalah setiap pedaganag yang memakai fasilitas daearah
memiliki akun yang di gunakan untuk pembayaran retribusi jadi setiap pedagang
memiliki kartu dan ada kode khusus untuk melakukan pembayaran retribusi. Saat
ini total pedaganag yang telah menjalakan retribusi non tunai sebayak 269
pedangang pasar, tepatnya di pasar tanjung kota Mojokerto. Untuk proses
berjalannya rejo angurimpi yaitu dengan pedagang memberikan kartu atau akun
yang telah di sediakan oleh pemerintah kepada petugas yang bertugas untuk
melakukan pemotongan retribusi. Adapun kendala yang di hadapi dalam
pelaksanaan retribusi adalah pada saat pengisian saldo untuk akun rejo angurimpi,
pada masa uji coba pemerintah kota Mojokerto memberikan out late untuk
pengisian akun rejo angurimpi. Tetapi untuk saat ini pemerintah kota telah mencoba
bekerja sama dengan pedangang besar yang ada di pasar untuk membuka gerai

pengisian akun rejo angurimpi. Untuk penataan pasar terdiri dari 3 (tiga) golongan,
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yang 1) toko gudang, 2) kios atau los,3) pedagang musiman atau pelataran. Dari

ketiga golongan tersebut yang telah diatuh oleh pemerintah daerah kota Mojokerto.

1.2 Rumusan Masalah
Apakah terdapat pengaruh implementasi kebijakan Rejo Angurimpi

terhadap penertiban pedagang pasar di Kota Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi

kebijakan Rejo Angurimpi terhadap penertiban pedagang pasar di Kota Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan
khususnya dalam hal implementasi kebijakan Perwali No. 28 tahun 2020 tentang
retribusi non tunai dalam sebuah aplikasi Rejo Angurimpi di Dinas Koperasi Usaha

Kecil Menegah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.

1.4.2 Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparatur
pemerintahan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah Perindustrian dan
Perdaganagan Kota Mojokerto dalam menerapkan kebijakan Perwali Nomor 28

Tahun 2020 dalam melaksanakan pelayanan Rejo Angurimpi.
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1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena,
atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis juga dapat
diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian
(Sugiyono, 2011:159) (Nur Hidayat & Reza Pahlevi, 2018). Hipotesis juga
merupakan pernyataan parameter populasi. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui pengaruh implementasi kebijakan Rejo Angurimpi terhadap penertiban
pedagang pasar di Kota Mojokerto. Berikut ini perumusan hipotesis dalam

penelitian ini:

Ho: Tidak ada pengaruh implementasi kebijakan Rejo Angurimpi terhadap

penertiban pedaganag pasar di Kota Mojokerto.

H1: Terdapat pengaruh implementasi kebijkan Rejo Angurimpi terhadap
penertiban pedaganag pasar di Kota Mojokerto



